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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

| VERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
: NOMOR 12 TAHUN 2019

PF‘NYELENGGARAAN RUMAH SUSUN" T

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
e "fis‘_BUPATI KARANGANYAR PARE T

Memmbang {:;:”.L,_}bahwa dalam rangka eﬁ51en31 pemanfaatan ruang danfv_: ;

7‘-5".:';,71ahan bagt penyedlaan perumahan serta untuk leblh"

;'memngkatkan kuahtas hngkungan Kabupaten:_-{

- Karanganyar  mak kebuakan penyediaan pemmahan,}.,‘

":dlarahkan melalu1 pernbangunan Rumah Susun dengan o
o memperhatlkan faktor sosml budaya, ekonom1, dan"‘;‘:’ o -

f‘fihngkungan yang hldup dalam masyarakat

R b 'vff'}fbahwa dalam upaya mewujudkan ketertlban kehldupan‘,fff» o ;

: 'd lmgkungan - rumah susun serta untuk leb1h'.:’ii5,-; LR

men]amln kepastlan hukum bagl penyelenggara

f,.v.'pembangunan dan para penghunl dalam hal pem111kan
”'{"::Satuan Rumah Susun penggunaan Baglan Bersama,_’f‘ v
»-’:'v,v'f‘.’fBenda Bersama dan Tanah Bersama, maka perlu _‘

s __',»»_tj_';"dlatur dengan Peraturan Daerah

c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331::3’5:‘.._“: f’fff'j
»’-‘v;f’fl-’_Undang—Undang Nomor 20 Tahun 201 1 tentang Rumahb”*:. ‘-
o ‘:"Susun, ketentuan 1eb1h lanjut mengenal permohonanvﬂi%.b_’:vv"-, .
‘bij:"»‘;f,vlzxn rencana fungs1 dan pemanfaatan serta_-i‘"

‘:.permohonan lzm pengubahan rencana fung31‘ dan

i pemanfaatan dlatur dengan Peraturan Daerah . ST




- Mengmgat . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara e
FRERER R : Repubhk Indonesza Tahun 1945 e =

;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

) I‘:':,'bahwa 'béfdaéarkan pertlmbangan Sebagalmana' : ; )
gy d1maksucl dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perluvv-:-}_. -
menetapkan i Peraturan Daerah | tentang e

o Penyelenggaraan Rumah Susun '

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten }. R dalam - L
” '._}.ngkungan Provmsl Jawa Tengah ) - o L
: Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- ’Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk o o
" '“..:'_Indonema Tahun 2014 Nomor . 244 , Tambahan‘vyi
ELembaran Negara Repubhk IndoneS1a Nomor 5587), v,
sebagalmana telah d1ubah beberapa kah terakhir ‘
o ‘dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
3 Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23
5 _:'}'-':".:.T»,V,Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran S
fv',";'Negara Repubhk Indone31a ’l‘ahun 2015 Nornor 58 -
Tambahan ‘ Lembaran Negara Repubhk Indonesla_
. Nemorse79). oo
‘ _PUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 teﬁtang:’:
-Perumahan ‘dan Kawasan Permuklman (Lerrvlbairahi
"“Negara Repubhk Indones1a Tahun 2011 Nomor 7, |
| ) f’l‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a : .
. Nomors1ss; R
Undang-Undaﬁg Nomor 20 Tahun 201 1 tentang Rumah: - o
= ‘vvﬂ'Susun - (Lembaran Negara Repubhk Indone31a'}7
bTahun 2011 Nomor 108 'I‘ambahan Lembaran Negara_""::
Repubhk IndoneSIa Nomor 5252), S o
T"»‘Peraturan Pemerlnah Nomor 14 Tahun 2016 tentang" ‘
B Penyelenggaraan Perumahan ~dan - Kawasan!_ S
; Permuklman (Lembaran Negara Repubhk Indonesaa: e
v»v‘:‘:vaahun 20 16 Nomor 101 Tambahan Lcmbaran Ncgarav
L G Repubhk 1ndones1a Nomor 5883), '



o 7 _"“-""Pé‘ratﬁr‘ah Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 “tentang

’ Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasﬂa.nV
o Tahun 2016 Nomor 316 Tambahan Lembaran Negara

B o 'Repubhk Indonema Nomor 6004)

Dengan Persetu_]uan Bersama .

R DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

o Mvvelnétapkan};

- '_BUPATI KAIQANGANYAR' -

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN v"' ;,
RUMAH SUSUN R N

| BABI e
KETENTUAN UMUM |

Pasal 1

| ""vv,_»;Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dlmaksud dengan

; 1 Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2 Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar .

3 Pemermtahan Daerah adalah penyelenggara urusan;:, :1

pemenntahan oleh pemermtah dan DPRD menurut asas‘_ oo

o : fb'OtOI‘lOI‘nl dan tugas pembantuan dengan pr1n81p otonomllb_: .
seluas-luasnya dalam : 81stem dan pI'lI‘lSlp Negaraﬂ_.bl_{“ |
. “”Kesatuan Repubhk Indonesm sebagalmana dlmaksud“:

dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesm B

3.,‘:1‘}-'”Tahun 1945. - RERRT |

o 4f vPemermtah Daerah adalah Bupatl sebagal » unbsur‘v’ o

| ‘penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memlmpln }‘
p elaksanaan urusan Pemerlntahan yang men‘]adlb; o

kewenangan Daerah otonom

" S. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya o

dlsmgkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerahv -

o Kabupaten Karanga“y ar.

ya



. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang .

menjadi kewenangan Daerah.
. Pejabat yang Dltunjuk adalah pejabat yang dltunJuk oleh

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bldang‘

Rumah Susun. )
Penyelenggaraan'v rumah susun adalah  kegiatan

perencanaan, pembangunan, penguasaan dan

~ pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan,

pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem

pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilak's’anakan}.

secara  sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan

bertanggung jawab.

. Rumah Susun adalah bémguném gedung bertingkat yang'

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam

bagian -bagian yang distrukturkan secara‘ fungsional

" dalam arah horizontal . maupun vertikal dan merupakan .

satuan-satuan yang masmg-rnasmg dapat dimiliki dan
dlgunakan secara terplsah terutama untuk human yang

dilengkapi dengan Bag1an Bersama, Benda Bersama, dan

~ Tanah Bersama.

10.

Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun
adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukah utamanya

digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang

- mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

11.

12,

Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas
yang jelas yang diatasnya dibangun Rumah Susun

- termasuk prasarana  dan  fasilitas yang secara

keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
Bagian Bersama adalah bagian Rumah Susun yang

dimiliki secara tidak terpxsah untuk pemakman bersama

~ dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah

13.

Susun. _ _ o , -

Benda Bersama adalah : benda yang bukan merupakan
bagian Rumah Susun melainkan bagian yang dimiliki
bersama secara tidak terpisah ‘untuk pemakaian

bersama.




14,

| ‘bersama secara tldak terplsah yang di atasnya berdln o

Tanah Bersama adalah sebldang tanah hak atau tanah' ]

. sewa. untuk bangunan yang d1gunakan atas dasar hakv-‘v-’ N

Rumah Susun dan dltetapkan, batasnya ,dalam

o persyaratan IZII‘l mendmkan bangunan

,Pertelaan adalah penjelasan tentang uralan gambaran

. »'; “dan batas secara Jelas baik vertlkal maupun horlzontalf

‘ ':-"'.;dal‘l masmg—masmg Sarusun, Baglan Bersama, Benda‘ o

S Bersama ‘dan Tanah Bersama beserta uralan n11a1

"‘ ‘, ’ perbandmgan propos1onal

16,

SR .‘Susun atas satuan Sarusun Baglan Bersarna, Benda‘; o

dalam bentuk gambar uralan dan batas-batasnya dalam T

Akta Pemlsahan adalah tanda buktl pemlsahan Rumahv

v;vBersama dan Tanah Bersama dengan pertelaan yang Jelas“»v:} :

arah ‘vertikal dan hor1zonta1 yang mengandung n11a1 i

R 'perbandlngan proporsal

= 17,;

' sarana pembmaan ‘ keluarga serta penunjang S

RUmah Susun : Umum adalah Rumah Susun yang’*'f '; e
‘dlselenggarakan untuk memenuh1 kebutuhan rumah bag1 L

~ MBR. | R
o }'}_'dlselenggarakan untuk memenuh1 kebutuhan khusus
19,

. Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang:’!‘;:

"Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang d1rn1k1h‘:f‘ P

L ‘negara dan berfungSI sebaga1 tempat t1nggal atau hunlan ; R

co ...,pelaksanaan tugas pejabat dan / atau pegawa1 negeri 31p11
o ; dlselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan
. | _» SHM Sarusun adalah tanda buktl kepemlhkan atas .. i :.

Rumah Susun ‘Komersial adalah Rumah Susun yang-»-"'

Sertlﬁkat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya dlsmgkat‘ :f

] . sarusun d1 atah tanah hak rmhk hak guna bangunan

i atau hak paka1 di- atas tanah negara, serta hak guna )

N bangunan atau hak pakal d1 atas tanah hak pengelolaan



‘ D selanjutnya chsmgkat SKBG Sarusun adalah tanda buktx -

Sert1ﬁkat Kepemlhkan Bangunan Gedung Sarusun yang‘f s

) _kepemlhkan atas sarusun d1atas barang mlhk negara

. "atau Daerah berupa tanah wakaf dengan cara sewa

2a, .
E d1s1ngkat NPP a_dalah,v angka yang menunjukkan R

o perbandlngan' antai‘a sarusu'n terhadap hakv ata's"Bagian o

_N11a1 Perbandlngan Proporsxonal yang seIanJutnya 2 Co

"v‘»vBersama yang d1h1tung berdasarkan n11a1 sarusun yang

ibersangkutan terhadap Jumlah n11a1 pembangunan* :

" " ’pertama kali rnernperhltungkan blaya pembangunannya

o :secara keseluruhan untuk mcnentukan harga Jualnya

- : 2}’4. Masyarakat Berpenghasﬂan Rendah yang selanjutnya: -

) dlslngkat MBR adalah masyarakat yang mempunya1

.f}keterbatasan daya beh, sehlngga perlu | mendapat

- l_dukungan Pemenntah untuk memperoleh Samsun"ff S

S umum.

s |
o . "dlsebut Pelaku Pembangunan adalah  Setiap Orang I

"Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selan_]utnya Lo

SR vdan / atau Pemermtahan yang melakukan pembangunan

- perumahan dan permuklman

o "26; Set1ap Orang adalah orang perseorangan atau Badan'_.-'ﬂ

C Hukurn .

o

L '.’»'_',Warga Negara Indonema yang keglatannya di bldang. S

‘Badan Hukum adalah badan hukum yang dldmkan oleh'"

S , penyelenggaraan perumahan dan kawasan permuklman

. . Pemlhk adalah Setlap Orang yang rnem1hk1 Sarusun.
29,

Pcnghunl adalah orang yang menernpatl Sarusun, baik

. sebagal Pemilik maupun bukan Pemilik.

- untuk mengelola Rumah Susun
o ‘selanjutnya dlslngkat PPPSRS adalah Badan Hukum yang"-'-f

_Pengelola adalah suatu Badan Hukum yang bertugas
Penghlmpunan Pemlhk dan Pcnghum Sarusun yang’;

S “beranggotakan para Pemlhk atau Penghum Samsun o :



| BABI .
' KEBIJAKAN DAN JENIS RUMAH SUSUN

, Pasal 2

' Penyelenggaraan Rumah Susun di Daerah kebuakannya

. dlarahkan untuk:

a. mendorong pembangunan pemuk1man dengan daya
~ tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan
‘perumahan; | |

b. mendukung konsep  tata ruang Daerah dengan

pengembangan Daerah perkotaan ké arah vertikal, serta
untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan
kumuh atau permuklman kumubh; .

c. meningkatkan penggunaan ~ sumber daya tanah
- perkotaan; . :

d. menJarmn kepasﬁan hukum dalam penyelenggaraan dan

kepemlhkan Rumah Susun dan

v‘ e. menjamin perhndungan, pengelolaa_n, dan pemanfaatan

_ Bagian Bersama, Serta Benda Bersama yang adil.

o Pasal 3
-~ Jenis Rumah Susun terdiri atas: -

- a Rumahj'Suéun Umum;

b. Rumah Susun Khusus; |

¢. Rumah Susun Negafa; dan

d

. Rumah»Su'vsun Komersial.

BAB III
PERENCANAAN

o ' Pasal 4  v
(1) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan Rumah
Susun disesuaikan dengan ketentuan Rencana Tata

_ Ruang Wilayah Daerah.




@ Dalarn hal Rencana Tata Ruang Wllayah Daerah belum

mengatur mengenai penectapan zonasi dan lokasi |
sebagaimana dimaksiid ‘pada ayat (1), Bupati dengan |
persetujuan DPRD , menetapkan’ zonasi dan | lokasi
pembangunan Rumah Susun dengan mempertimbangkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut inengenai penetapan zonasi dan
lokasi sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

. v Pasal 5
(1) Pemerintah Daefahf memberikan insentif bagi Pelaku
Perribangunan Rumah Susun Umum.-
‘('2) Ketentuan ’lebh lanjut mengehai bentuk dan mekanisme
| pembenan msentlf sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

dlatur dalam Peraturan Bupatl ,

. Pasal 6

(l) Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersw.l wajib

| menyedlakan Rumah Susun Umum paling rendah 20%
(dua puluh persen) dari tota] luas lantai Rumah Susun
Komersial yang dibangun.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan di dalam ‘maupun di luar lokasi Rumah Susun
KornerSIal dalam wﬂayah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajlban menyedlakan
Rumah Susun Komersial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dlatur dalam Peraturan Bupati.




o ~ Pasal? |
Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah:
a. hak milik; '

b. hak guna bangunan atau hak paka1 di atas tanah Negara,
dan IR

c. hak guna bangunan atau hak paka1 di atas hak _
pengelolaan

Pasal 8 ‘

(1) Selam dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah
Susun Khusus dapat dibangun dengan:

a. pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah; atau ,
b. pendayagunaan tanah wakaf., | | ’

(2) Pemanfaatan barang milik Daerah bérupa tanah untuk
pembangunan Rumah Susun sebagaimana i dimaksﬁd
pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara sewa atau
kerja sama pemanfaatan sesuai dengaﬁ ketentuan
peraturan perundang-undarigan. | o

(3) Pendayaguriaan tanah wakaf untuk pembangunan
Rumah Susun sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama‘
pemanfaatan sesuai dengan 1krar wakaf.

(4) Dalam hal pendayagunaan tanah wakaf sebagalmana_ :
dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ikrar wakaf,
dapat dilakukan pengubahan peruntukan ~ setelah
memperoleh persetujuan dan/atau izin tertulis Badan
Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. | t' : |

(5) Pengubahan peruntukan sebagaimana dlmaksud pada

~ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk pembangunanv

Rumah Susun Umum.



' 'Bagian Kedua

Penyediaan Tanah

Pasal9

Penyédiaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun dapat
dilakukan melalui:

a.

pemberian hak atas tanah terhadap tanah yéhg langsung
dikuasai Negara,

konsolidasi tanah oleh pemlhk tanah;

. perahhan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemlhk

tanah

. pemanfaatan dan pemmdahtanganan tanah barang milik

Negara atau milik Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, ‘
pendayagunaan tanah wakaf; |

pendayagunaan tanah 'Negara bekas tanah terlantar;
dan'/étau - - |
péngadaan_ tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kétiga

- Persyaratan Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Persyaratan pembangunan Rumah Susun mehpuu:

a. persyaratan administrasi;

b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan ekologis.



Paragraf 2

Persyaratan Admlnlstra31

Pasal 11

B (1) Pelakd” Pembangunan '; dalam melaksanakan E

pembangunan Rumah Susun | harus ' memenuhl
persyaratan admlnlstra81 mehputl | o
” a status hak atas tanah; dan S

b Izm Mendlrlkan Bangunan (IMB)

| (2) Pembenan IMB untuk bfmgunam Rumah Susun rmhk L

Pemermtah Pemermtah Daerah v Prov1n31, ©atau o

Pemermtah Daerah tldak dtkenakan retr1bus1

| Pasal 12

= '-»",."(I) Rencana fungs1 dan pemanfaatan serta pengubahan, '

) harus mendapatkan izin darl Bupatl o -
o (2) Izin sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlberlkan Oleh -

Perangkat Daerah yang memb1dang1 penzman

(3) Permohonan izin sebagalmana dunaksud pada ayat (2), R

- dlajukan oleh Pelaku Pembangunan dengan melamplrkan_
o 'persyaratan sebagal berlkut | | |
- | a. izin lokast; v

b fsertlﬁkat hak atas tanah |

c ‘ surat keterangan rencana Daerah
- d 'gambar rencana tapak ' | v |
” e gambar rencana armtektur yang memuat denah B

 tampak, dan potongan Rumah Susun yang

'}menunjukkan dengan ~;elas batasan secara vertlkal

| .;dan horlzontal dan sarusun,

f. ”gambar renca.na struktur beserta perhltungannya, ‘ ) T

g gambar rencana yang menunjukkan dengan _]elas, S

o .Baglan Bersama | enda Bersama, | dan Tanah» -
7""*.:1‘Bersama, dan o , |
R 'h.:‘gambar rencana utlhtas umum dan 1nsta1a51, beserta :

e ‘jperlengkapannya



:( )Pengubahan rencana fung51 dan pemanfaatan Rumah"’*-

Susun sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) t1dak"
rnengurangl fung31 Baglan Bersama Benda Bersama, dan

fung31 human

| Pasal 13

f(l) Pelaku Pembangunan ' setelah . mendapatkan “igine

sebagalmana dlmaksud dalam PasaI 12 ayat (1), Wajlb‘ :

o .memmta pengesahan dar1 Pemerlntah Daerah tentang. o

a ,"::,:'Pertelaan yang menunjukkan batas yang _]elas darl setlap n o

Sarusun Baglan Bersama Benda Bersama dan Tanah T

R 'Bersama, beserta uralan NPP

(2) Dalam hal pengubahan rencana fungs1 dan pemanfaatan

’ Rumah Susun sebaga1mana dlmaksud dalarn Pasal 12

R ayat (I) mengak1batkan pengubahan NPP Pertelaannya

harus mendapatkan pengesahan kembah dan Bupati.

o (3) Untuk mendapatkan 1zm pengubahan sebagalmana””_ﬁ'

- ,dlmaksud pada ayat (2) Pelaku Pembangunan harus L

” ‘mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan :
melamplrkan L ' ‘ " S .

o a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya,

b. "gambar rencana ar31tektur beserta pengubahannya

:c. gambar rencana struktur dan penghltungannya e

s beserta pengubahannya o

h’;v‘i'..f_d."'gambar rencana yang menunjukkan dengan Jelas L

“":‘-;Baglan Bcrsama, Benda Bersama, dan Tanah:,__';

f"’,f.Bersarna beserta peng‘lbahannya dan

e gambar rencana ut111tas umum dan 1nstala31 serta_ IR

perlengkapannya beserta pengubahannya

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena1 pengesahan pertelaan o

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dlatur SR

dalam Peraturan Bupa‘u o



Pasal 14

( 1) Set1ap perubahan rencana peruntukan dan pernanfaatan .
' Rumah Susun balk pada tahap pelaksanaan
pembangunan maupun setelah selesai, atau perubahan
rencana peruntukan dan pemanfaatan suatu bangunan
gedung }bertingkat menjadi Rumah Susun, wajib
mendapat izin dari Bupatl |

(2) Setiap perubahan struktur dan instalasi Rumah Susun'
- harus mendapat pengesahan dar1 Perangkat Daerah yang

memb1dang1 perumahan

| Pasal 15

(1) Pembangunan Rumah Susun dllaksanakan berdasarkan

penghxtungan koeﬁswn 1anta1 bangunan dan koefisien

: ~dasar bangunan yang disesuaikan dengan kapasitas daya
dukung dah daya tampung lingkungé.n berdasarkan pada
'Rencana Tata Ruang Wilayah' Daerah.

‘(2) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
sebagaImana dlmaksud pada ayat (1) belum mengatur
mengenai koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar

" bangunan, Bupati dépat rrigmberikan insentif dengan
pémberian izin koefisien lantai bangunan sampai dengan
6,0 (enam koma nol) -f‘sepanjang memenuhi keserasian
lingkungan dan }ketent"uan teknis lainnya, khususnya
pada kawasan yang memerlukan penempatan kembali.

- (3) Ketentuan mengenai' koeﬁsie-n lantai bangunan dan
koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam hal terdapat
pembatasan ketmgglan bangunan yang berhubungan

dengan:

a. ketentuan keamanan dan keselamatan operasmnal
penerbangan dan/atau
b. kearlfan lokal ‘ .
(4) Ketentuan leblh Ianjut - mengéhai | keai'iféh ' lokal
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur
- dalam Peraturan Bupati. '



Paragraf 3

Persyaratan Teknlis

v . Pasal 16

(1) Persyaratan teknis pernbangunan Rumeah Susun harus

' berdasarkan ketentuan teknis Bangunan Gedung

(2) Penyediaan Bagian Bersama dan Benda Bersama wajib
memperhatikan kepentingan Penghuni. | |

(3) Penyediaan Prasarana dan Sbarana Umum  wajib
disesuaikan dengan kOndISl lmgkungan dan kebutuhan
Penghum ’ ‘ |

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan teknls,
Bagian Bersama, Benda Bersama, penyedlaan Prasarana

dan Sarana Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan Ekologis -

Pasal 17
Pembangunan Rumah Susun harus dllengkapl dengan
analisis darnpak lingkungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. '

. Bagian Keempat
Sertifikat Laik Fungsi

| Paéal 18
" (1) Pelaku Pembangunan Rumah Susun wajib mengajukan |
permohonan sertifikat laik fungsi kepada Bupati setelah
menyelesaikan' seluruh pembangunan Rumah Susun
- sesual dengan IMB. | | ‘
(2) Pemerintah Daerah menerbltkan sertlﬁkat Ialk fung31
sebagaimana dimaksud “pada  ayat (1) setelah
melakukan pemeriksa‘a'n kelaikan fungsi | bangunan
Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan :

perundang-undangan.




(3) Sert1ﬁkat 1a1k fung31 sebagalmana dunaksud pada ayat (2) 3 .

d1terb1tkan oleh Perangkat Daerah yang mernbxdangI o
bangunan gedung B Ky : R
(4) Sctlap pcrubahan fung81 dan bentuk bangunan Rumah .'

Susun Wa_]lb mengajukan sertlﬁkat 1a1k fung51 |

BABV | S
PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN 2

Baglan Kesatu

Penguasaan Sarusun S

Pasal 19

(1) Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Umum dapat o

dﬂakukan dengan cara d1rn111k1 atau d1sewa o ‘
(2) Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus dapat“‘;f‘:-f
N dllakukan dengan cara p1nJ am paka1 atau sewa o
o (3) Penguasaan terhadap Sarusun pada Rurnah Susun .
| Negara dapat dllakukan dengan cara pmjam paka1 sewa , b.

atau sewa beh

o (4) Penguasaan terhadap Sarusun pada Rumah Susun:- R

Komersml dapat dllakukan dengan cara d1m1hk1 atau o

dlsewa o

 (5) PengUasaan Sarusun dengan cara d1m111k1 sewa bell,_ -

pmjam pakau atau d1sewa dllaksanakan sesueu denganf‘,_‘;.f_" |

ketentuan peraturan perundang-undangan

- Baglan Kedl.ia_

o Peﬁlilika’rf{samsqn_'v ol

PasaI 20

(1) Hak kepem111kan atas Sarusun merupakan hak rnlhk atas‘ ‘

Sarusun yang bersifat perseorangan yang terp1sah.}- R

dengan hak bersama atas Baglan Bersama, Benda.

Bersama, dan Tanah Bersama .




S (2) Hak atas Baglan Bersama, Benda Bersama, dan ’I‘anah

Bersarna sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlhltung.f,‘

berdasarkan atas NPP DR

: Pasal 21 ) |
(1) Sebagau tanda bukt1 kepem111kan atas Sarusun d1 atas
tanah hak mlhk hak guna bangunan hak pakai di atas

tanah Negara hak guna bangunan atau hak pakal d1 atas
" tanah hak pengelolaan d1terb1tkan SHM Sarusun.

- (2) SHM Sarusun sebagaxmana dlrnaksud pada ayat (1)

dlterbltkan bag1 Setlap Orang yang memenuh1 syarat'
o sebagal pemegang hak atas tanah o L
'  ';(3) SHM Sarusun sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan yang tldak terplsahkan yang ’
terdm atas ' L LT '

a sahnan buku tanah dan surat ukur atas hak Tanahv
T ) Bersama ' sesua1 . dengan ketentuan peraturan
| perundang-undangan, N o
o b gambar denah Iantat pada tingkat Rumah Susun
bersangkutan yang menunjukkan Sarusun yang

d1m111k1 dan R »

c Pertelaan mengenal besarnya bag1an hak atas Baglan
Bersama Benda Bersama dan ’I‘anah Bersama bagx’
y yang bersangkutan '

o 7%:{? (4) SHM Sarusun sebagalmana dxmaksud pada ayat (1)

d1terb1tkan oleh Kantor Pertanahan di Daerah. ,
(5) SHM Sarusun dapat d1Jad1kan jaminan utang dengan

d1beban1 “hak  tanggungan. sesua1 dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan

PasaI 22 .
(1) Sebagal tanda bukti kepermhkan atas Sarusun d1 atas

. barang milik Daerah berupa tanah ‘atau tanah wakaf .
. dengan cara sewa, d1terb1tkan SKBG Sarusun



(2) SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yangb
terd1r1 atas: '

a. salinan buku bangunari gedung,
‘b. salman surat perjanjian sewa tanah
c. gambar denah lantai pada tingkat Rumah Susun yang
bersangkutan yang menunjukkan Sarusun yang
| dimiliki; dan |
"d. Pertelaan mengenai besarnya bagiah hak atas Bagian'
_ Bersama dan Benda Bcrsama yang bersangkutan B

(3) SKBG Sarusun sebagalmana dimaksud pada ayat (1) _
diterbitkan oleh Perangkat Daerah- yang memb1dang1 .

: bangunan gedung. . |

(4) SKBG Sarusun sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)_ 

. dapat dgadlkan ~jaminan utang dengan }dlbebam
fidusia  sesuai 'denganv'  ketentuan 'peratufaﬁ‘,"'
perundang-undangan ' -

(5) SKBG Sarusun yang dljadlkan Jamman utang secara
ﬁdusm | “harus dldaftarkan: ke Kementerlan’ yang

membidangi hukum.

'Bagian Ketiga

-~ Pemanfaatan Rumah Susun

Paragi'af 1

Umum
~ Pasal 23 | ,
Pemanfaatan Rumah Susun dilaksanakan sesuai dengan
fungsi: | o | ’
a. hunian;

b. bukan hunian; atau

c. campuran.



Pasal 24 , .

(1) Pemanfaatan Rumah Susun dapat berubah dar1 fung51 -

hunian ke fungsi bukan hunian atau campuran karena
perubahan Rencana Tata Ruang Wllayah Daerah.

(2} Perubahan fungsa yang dlaklbatkan ‘oleh perubahan
'Rencana Tata Ruang W11ayah Daerah sebagaxmana
~ dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar menggantl |

sejumlah Rumah Susun dan/atau rnernuklrnkan kembali
' pemlhk Sarusun yang dlahhfungSIkan ,
(3) Pihak yang melakukan perubahan fungm Rumah Susun

s»bagalmana dlmaksud pada ayat {2) wajib menjamm hak
kepemlhkan Sarusun. v

Paragraf 2

Pemasaran dan Jual Beh Rumah Susun

Pasal 25
(1) Pelaku Pembangunan Rumah Susun - dapat melakukan
»pemasaran sebelum pembangunan Rumah Susun
~ dilaksanakan. | E
(2) Dalam hal pemasafan dilakukan sebeh;m pembangunan
Rumah Susun dilaksahakan .sebagaimana‘l dimaksud
pada ayat (1), Pelaku Pembangunan paling sedikit harus
memiliki: - o |
a. kepastian peruntukan ruang;
b. kepastlan hak atas tanah
c kepastian status penguasaan Rumah Susun;
d perizinan pembangunan Rumah Susun; dan
:e jaminan atas pembangunan Rumah Susun dari

lembaga penjamin.

(3) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan '

Rumah Susun sebagalmana dlmaksud pada ayat (2),
A segala sesuatu yang dijanjikan oleh Pelaku Pembangunan
‘dan/atau agen pemasaran mengikat sebagal perjanjlan

'penglkatan Jual beli bagl para pihak.



’.-(4) Ketentuan 1eb1h lanjut rnengena1 bentuk dokumen B

- sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlatur dalam
Peraturan Bupau - o '

| Pasal 26 i

(1} Proses jual bch Sarusun sebelum pembangunan Rumah :

Susun seIesa1 dapat dllakukan melalm peqanﬁan_ o

penglkatan Jual beh yang dlbuat d1 hadapan Notans

(2) Per_]an_uan penglkatan jual beh sebagalmana dunaksudv

pada ayat (1) dllakukan setelah memenuh1 persyaratani o S

. kepastlan atas ,
A status kepermhkan tanah

b _kepemlllkan Izm Mendmkan Bangunan, N o

oc 'ketersedxaan prasarana, sarana, dan utlhtas urnum, S

d. vketerbangunan pahng sedlklt 20% (dua puluh pel‘sen)’ o .
"‘:dan _ - s R

e hal yang dlperjanjlkan ‘ e ‘

_(3) Pexjanjlan penglkatan Jual beh sebagalmana dlmaksud |

pada ayat (1) pahng Sedlk.lt mencakup

" a. hak dan kewajlban Pelaku Pembangunan maupun:‘,; o

konsumen secara Iengkap dan Jelas,
b. penetapan harga Sarusun dan '

e tanda bukt1 pembayaran yang dllakukan E - B

o (4) Ketentuan mengenal tata cara dan prosedur pelaksanaan s

per_]an_]lan penglkatan Jual beh sebagalmana dlmaksud‘

pada ayat (1) dﬂaksanakan sesual dengan ketentuan o

peraturan perundang-undangan

Pasal 27 o

| 1 (1) Proscs Jual beh yang dxlakukan sesudah pembangunan o

Rumah Susun selesa1 dllakukan melalu1 akta Jual beli. -

-"f(2) Pembangunan _ Rumah Susun dxnyatakan : selesal'v

L sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1),; apablla telah':
d1terb1tkan R L |
" a. sert1ﬁkat lalk fungsx, dan o
b SHM Sarusun atau SKBG Sarusun o



- Bagian Keempat

Pemanfaatan Sarusun

' Pasal 28

Setiap Orang yang menempati, menghuni, atau memiliki
Sarusun  wajib memanfaatkan Sarusun sesuai dengan
- fungsinya. | |

Pasal 29 - o

(1) Sarusun Umufn yang memperoleh kemudahan daﬁ '
Pemerintah hanya dapat d1m111k1 atau dlsewa oleh MBR. ‘

- (2) Setlap Orang yang memiliki Sarusun Umum sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat menga.hhkan , |
kepennhkannya kepada plhak laln dalam hal -

a. pewarisan; o - _

b. perikatan kepemilikan Rumah Susun setelah jangka vv

o waktu 20 (dua puluh) tahun; atau :
| c. pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat
keteréngan piﬁdah dari yang berwenang. _ |

. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian R
kemudéhan kepemilikan Sarusun Umum dan pengalihan -
sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

‘dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30 .

() Sarusun pada Rumah Susun Umum dan Rumah Susun

Khusus dapat disewa oleh orang perseorangan atau

kelornpok

(2) Orang perseorangan atau kelompok yang dapat menyewa
Sarusun Umum “yang memperoleh bantuan dan
kemudahan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk | kelompok MBR dengan
perhitungan beéaran tarif sewa Sarusun ol¢h pengelola :
paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum
Daerah. A )



(3) Oranbg peréebrangan atau kélo‘mpok yang‘dapa'tv meriyewa
- Sarusun Khusus | sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kelompok MBR déngan tarif sewa khusus.
4) Besaran tarif sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada
' ayat (2) tidak termasuk biaya pemasangan listrik, air, gas,
dan blaya lamnya ' _ ' I
(9) Ketentuan lebih. lanjut mengenal besaran tarif sewa
| sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
“dalam Peraturan Bupan ) )
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai‘ hak, kewajiban, tata
tertib, dan pengelolaén Ru}mah Susun Umum
sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) dlatur dalam

* Peraturan Bupatx

BABVI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31
Pengelolaan Rumah Susun terdiri atas:
a. Rumah Susun Mlllk dan

b. Rumah Susun Sewa.

Bagian Kedua

Pengelolaan Rumah Susun Nhhk

v Pasal 32 |
' (i] Pengelolaan Rumah Susun milik meliputi kegiatan:
a. operasidriak - |
b. pemehharaan, dan
‘c. perawatan Bagian Bersama Benda Bersama, dan .

Tanah Bersama.



(2] Pengelolaan Rumah Susun sebagalmana dlmaksud pada' :
~ ayat (1) harus dilakukan oleh Pengelola yang berbadan

hukum, kccual1 Rumah Susun Umum sewa dan Rumah
' Susun Khusus. | o ' | | |
(3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 harus mehdaftar ‘dan mendapatkan izin usaha dari

Bupati. :

: Pasal 33 |
(1) Pengelola sebagalmana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
,.dalam melakukan pengelolaan berhak  menerima
sejumlah biaya pengelolaan | ,
(2) Blaya pengelolaan sebagalmana dimaksud- pada ayat (1)' ’
~ dibebankan kepada Pemlhk dan _ Penghum ~ secara
- proporsional.

(31 Biaya pengelolaan Rumah Susun Umum milik dan

: Ruiﬁah Susun Khusus milik Pemerintah Daerah dapat

dlSUbSldl oleh Pemermtah Daerah sesuai kemampuan

keuangan Daerah.

(4) Biaya pengelolaan Rumah Susun Negara dapat dlsub81d1
' Pemenntah Daerah.

(5) Besamya blaya pengelolaan sebagaimana dlmaksud pada»

ayat (1) d1h1tung berdasarkan kebutuhan nyata biaya

operasional, pemeliharaan, dan perawatan \

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan
dan besaran biaya pengelolaan diatur dalam Peraturan
Bupati. . v‘ ' |

| | Pasal 34 -

(1) Pelaku PembangUnan yang membangun Rumah Susun
Umum milik dan Rumah Susun Komersial dalam masa
transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wayjib mengelola
Rumah Susun. ‘ ‘ | _

‘(2) Masa tranSisi‘ sebagaimana :dimaksu'd pada ayat (1)
dltetapkan paling lama 1 (satu) tahun terh1tung sejak

penyerahan pertama ka11 Sarusun kepada Pemilik.




o (3) Pelaku Pembangunan dalam pengclolaan’ Rumah Susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama

- dengan Pengelola. |

4) Besarnya biaya pengelolaan Rumah Susun pada masa

- transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung

_oleh Pelaku Pembangunan dan Pemilik Sarusun

berdasarkan NPP setiap Sarusun.

' Bagian Ketiga

Pengelolaan Rumah Susun Sewa

- Pasal 35

Pengelolaan Rumah Susun sewa mehpuu

S a.

pemanfaatan bangunan Rumah Susun sewa yang

mencakup ruang dan bangunan, termaSuk'pemeliharaan,

peraWatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana

- dan utilitas; v
kepenghuman yang mencakup kelompok . sasaran

Penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni,

perjanjian sewa menyewa, serta hak, kewajiban dan
larangan Penghuni; B |

administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup
sumber keuangan, tarif __sewé, pemanfaatan hasil sewa,
‘pencatatan dan pelaporéri, éerta persiapan dan strategi

pemasaran;

. kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur,

tugas, hak, kewajiban dan larangan badan pengelola,
serta peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah;

penghapusan dan pengembangan bangunan Rumah

‘Susun sewa;

pendampingan, monitoring, dan evaluasi; dan

. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rumah Susun

- Sewa.



. Pasal 36 :

" 5: '2"(1) Pemehharaan Rumah Susun sewa’ merupakan keg1atan

L menJaga keandalan bangunan Rumah Susun beserta -

prasarana, sarana dan utxhtas umum agar Rumah '

- Susun tetap 1a1k fung51 v

o _.,(2) Pernehharaan Rumah | Susun  sewa. -:_‘s'ebagairhana' :
" dlmaksud pada ayat (1) dﬂakukan oleh ‘badan Pengelola

yang melakukan pengelolaan bagunan Rurnah Susun Lo

beserta prasarana, sarana dan uuhtas umum.

| (3) Badan Pengelola sebagalmana dnnaksud pada ayat (2)'

dllaksanakan oleh umt pelaksana tekms yang dltetapkan o o

| oleh Bupat1

Pasal 37 S

o (l) Sumber pendapatan untuk keglatan pengelolaan Rumah

Susun sewa dlperoleh dan uang Jamman tarif sewa
' Sarusun, blaya denda, vhlbah bunga bank, dan/atau

B usaha lain yang sah

o (2) Usaha lain yang Sah sebagalmana dxmaksud pada

B ayat (1), mehpua
: ', a. ruang untuk kepentmgan komersxal dan

b prasarana, sarana dan ut111tas umum,

S (3) Pengelolaan keuangan ' sebagaunana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh badan Pengelola sesuai denganv

. ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

SR ,‘ | [1) Pemermtah Daerah berwenang melakukan pemblnaa‘ni;-r N

~dan pengawasan dalam pengelolaan Rumah Susun sewa |

S (2) Pembmaan dan pengawasan sebagalmana dimaksud pada’ |

‘ayat (1) dxlaksanakan oleh umt pelaksana teknis atau

‘Badan Hukum yang mengelola Rumah Susun sewa.

(3) Pengawasan sebagalmana d1maksud pa da ayat v.(z)

dllakukan melalui - momtormg, evaluaSI ‘dan tindakan o

turun tangan dalam pengelolaan Rumah Susun sewa,‘v

s serta pengendahan tarlf sewa



Pasal 39

- »(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendahan pengelolaan'_"_"

" Rumah Susun sewa sebelum dllakukan serah terima aset'? o )

_ kelola sementara kepada penenma asct kelola sementara '

bangunan Rumah Susun sewa dldaftarkan sebagal, ', o

barang mlhk Daerah oleh kuasa pengguna barang rmhk -
_,Daerah ” I ' |

R (2) Pengawasan dan pengendahan pengelolaan Rumah Susun‘, 1

sewa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan oleh' -

o penenma aset kelola sementara kepada badan Pengelola“

- dan Penghum untuk mewujudkan tujuan dan kelompok

o sasaran pengelolaan Rumah Susun sewa ’ serta“ o
' keamanan dan ketertxban e ”

: ,',: (3) Penghunl dapat berperan serta melakukan pengawasan"

~ dan pengendahan terhadap pengelolaan Rumah Susun'_f‘f-_

sewa

B ”‘(4) Peran . serta "Perl-ghlini sebagalmana dlmaksud pada" o

ayat (3) dllakukan dengan menyampaukan laporan danf :  - |

pengaduan kepada badan Pengelola o
- (5) Apablla peran serta Penghum sebagalmana dlmaksud‘*'j)

pada ayat (3) tldak mendapat tanggapan maka Penghumv |

dapat melaporkan kepada | pener1ma - aset keloiav-;}l" -

scmentara

| BAB VII |
PENINGKATAN KUALITAS

Pasal 40

IS (1) Pemngkatan kuahtas Wajlb d1lakukan oleh Pernlhk |

- ?. Sarusun terhadap Rumah Susun yang

a t1dak laik fungsu dan tldak dapat d1perba1k1 dan/ atau

b dapat memmbulkan ‘bahaya “dalam pemanfaatan JR

’ bangunan Rumah Susun dan / atau hngkungan Rumah E

Susun

o '(2) Pemngkatan kuahtas sebagalmana d1maksud pada ayat» -

(1) dllakukan oleh Pelaku Pembangunan yang dltunjuk“ o
- oleh Pemlhk ’ o ’ ’



(3) Pehingkatan kualitas 'sebagéifnana ‘dimaks“uvd padé"
ayat (1) dllakukan dengan pembangunan kembah Rumahv
Susun. : _

(4) Pembangunan kembali 'Rurriah Susun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dllakukan melalm '

a. pembongkaran; .
b. penataan; dan
c. ‘pémbarigunan B

(5) Ketentuan - lebih lanjut mengenax pemngkatan kuahtas.

Rumah Susun sebagalmana dlmaksud pada ayat (y

diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41 .
(1) Peningkatan k‘ualitas’} oleh ‘Pelaku Pembangunan
sebagaimana diméksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilékukan

dengan tetap melindungi“ hak kepemilikan,. termasuk

kepentingan Péinilik - atau | Penghuni | ‘dengan

memperhatlkan faktor sosxal budaya, dan ekonom1 yang .
berkeadllan , ' _

- (2) Kepentmgan Permhk atau Penghuni sebagaimana

 dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan hunianj
sementara pada masa pembongkaran, penataan, dan
péihbangunén, serta memberikan jaminan permukiman
kertibali setelah selésai pcmbangunan kembali.

- (8) Pemerintah Daerah melindungi képentingar_i Pemilik atau -
| Penghuni'sebagaimana dimaksud pada ayat 2).
“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai  peningkatan kualitas 8
dan  bentuk peflindungan Pemerintah ~ Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur -

dalam Peraturan Bupat1



BABVII
PENGENDALIAN

Pasal 42
(1) Pengendalian penyelenggaraah Rumah Susun dilakukan
pada tahap: E |

a. perehcahaan'

b. pembangunan _ ‘

-C. penguasaan, pemlhkan dan pemanfaatan, dan
" d. pengelolaan.

(2) Pengendalian penyelenggaraan Rumah Susun pada tahap

perencanaan sébagaimana dimaksud pada ayat (1)

~ huruf a, dilakukan melalui pemlalan terhadap:

a. kesesuaian jumlah dan jenis;

b. kesesuaian zonasi; | o

" ¢. kesesuaian lokasi; dan ) »

d. kepastian ketersediaan prés_arana, sarana, dan utilitas
| umum, | . |
:(3) Pengendélian Rumah Susun pada tahép‘pembangUnan

sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) huruf b, dllakukan

: tcrhadap ‘

a. bukti penguasaén atas-tanéh; dan E
,- b. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan
" IMB. - o
' (4) Pengehdalian pehy'elenggaraa’r‘i Rumah Susun pbada tahap
penguasaan, pemilikan, daﬁ pemanfaatan sebagaimana
o dlmaksud pada ayat (1) huruf c, dxlakukan melalul

a. pemberian sertifikat laik fungsi; dan | o

b. bukti penguasaan dan pemxhkan atas Sarusun.

(5) Pengendalian = penyelenggaraan Rumah Susun pada

* tahap béngelolaén sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dilakukan melalui:

- a. pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS dan
b. pengawasan terhadap pengelolaan Baglan Bersama

Benda Bersama, dan Tanah Bersama.



v ~ Pasal 43- o
(1) Pengendélian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 -
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
a. penzman, ’ |
b. pemeriksaan; dan
c. penertlban

(2) Ketentuan leblh lanjut ‘mengenai pengendahan Rumah

Susun sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dlatur dalam .

Peraturan Bupau

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

 Badan Pengelola

Pasal 44
(1) Pengelola 'Rumah Susun mempunya1 tugas sebagai

berikut: | ’ ’ o o

a. melaksanakan keglatan admlmstram rutin dalam
‘pengelolaan Rumah Susun;

b. 'melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan dan
perbaikan Rﬁmah Susun beserta prasarana, sarana,
‘dan utilitas umum; B |

c. mengawasi dan meﬁjaga ketertibaﬁ dan keamanan

Penghum, serta penggunaan Baglan Bersama Benda
‘Bersama dan Tanah -Bersama sesua1 dcngan
peruntukannya; dan v Vv

d. melaporkan secara berkala kepada PPPSRS atau
‘Pemlhk ~ disertai ,permasalahan dan usulan
- pemecahannya. n |

(2) Pengelola sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1)
wajib mengasuran31kan Rumah Susun‘- jterhadap
kebakaran sesuai dengan ~ ketentuan peratlii_'an

perundang—undahgan.



Bagian Kedua .
PPPSRS

Pasal 45
(1) Pelaku Pembangunan Rumah Susun wajib memfa31llta31
. terbentuknya PPPSRS palmg lambat sebelum masa
transisi berakhir.
(2) Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS. |
v(é) PPPSRS_‘ selbagavirnanav dimaksud pad'a} ayat v’ (1)
’ beranggotakan para Pefnilik atau Penghuni yang
' mendapat kuasa dari Pemilik Sarusun | |
(4) PPPSRS sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah
‘Badan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
ini. " o o
(5) PPPSRS wa_ub membentahukan kedudukannya kepada
- Pemerintah Daerah paling lambat 30 (tlga puluh hari)
terhltung setelah terbentuk
{6) Pelaku Pembangunan wapb menyerahkan pengelolaan
 Benda Bersama Bagian Bersama, dan Tanah Bersama
kepada PPPSRS paling - larnbat 1 (satu) bulan sejak
pembentukan PPPSRS

' » Pasal 46

(‘.1') Ketentuan lebih lanjﬁt m'er‘lgenai» taté cara pembentukan,
- susunan pengurus, tugas, hak, dan kewajiban PPPSRS
. sebagaimana dimaksud dalam Pasél 44 diatur dalam
' Peraturan Bupati. |

(2) Hak dan kewajiban Pémilik diatur oleh PPPSRS

‘dengan  memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



. Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis = -

v Pasal 47
Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) mengelola Rurnah Susun Umum sewa dan

Rumah Susun Khusus sewa

‘ Pasal 48 v v v
Pembentukan ‘unit pelaksana teknis Rumah Susun sewa
- difasilitasi oleh Bupati berkoordinasi dengan Kementerian

yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 49

(1) Unit pelaksana teknis‘bertugas melakukan pengelolaan

Rumah Susun sewa untuk menciptakan kenyamanan
’ dén kelayakan hunian dan bukan 'hunian serta

kelangsungan umur bangunan Rumah Susun sewa

(2) Sebelum terbentuknya Unit  pelaksana tekms
sebaga1rnana dxmaksud pada ayat (1), maka pengelolaan
sementara dilakukan oleh 1nstan31 atau satuan kerja
yang menerima Rumah Susun sewa melalui penyerahan‘
aset kelola sementara. '

(3) Unit pelaksana teknis wajib membuat dan menyerahkan
laporan pertanggung]awaban kepa}da Pemilik.

"BABX
LARANGAN

| | Pasal 50
Setiap Orang dilarang:

a. menyewakan Sarusun milik yang tidak dengan perjanjian.

tertulis dan tidak mendaftarkan ke PPPSRS; dan |

b. menempatl, menghuru, atau mem111k1 Samsun yang tldak

sesuai dengan fungsinya.



. BaAB XI | |
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

(1) Setlap Orang atau Badan Hukum yang melanggar

o _ketentuan sebageurnana . dlmaksud dalam Pasal 6 -

" Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15

 ayat (1) Pasal 16 aYat (2) dan ayat. (3), Pasal 18 ayat M, o .

: ,}Pasal 28 Pasal 40 ayat (1}, Pasal 44 ayat (2), Pasal 45
} ayat [1), ayat (2), ayat (5), dan ayat 6 Pasal 49 ayat (3) N
e 'dan Pasal 50 dlkenakan sank31 berupa
'a,',,teguran tertuhs, B R ‘
};_" b."‘.j pembatasan keg1atan pembangunan : danv/,atéu
"kegzatan usaha, ; - o R |

: c " penghentxan sementara pada pekerjaan pelaksanaan} E
| : pembangunan, | _ o | |
d‘.-‘:"penghentlan sementara atau penghentlan tetap padav:“*“ '
pengelolaan Rumah Susun '
' pencabutan IMB; '
pencabutan sertifikat lalk fung51,

pcncabutan SKBG Sarusun

- 0.'9',‘ | 'o : :

. pembongkaran; dan/ atau o

(o
4

l pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi admmxstratlf scbagalrnana dlmaksud
: pada ayat (1) dllaksanakan dengan cara:

” - a pemanggﬂan, i

b pembcnan teguran tertuhs pertama

' c pemberlan tegurgn_ ‘,tertuh‘s kedua disebxv-taf
' -pemanggllan R S

Cod. pemberlan teguran tertuhs ketlga dan
ev.”-, pemndakan atau pelaksanaan sankS1 adrmmstrauf



(3) Tata cara pengenaan sanks1 adm1mstrat1f sebagalmana : o

';“vdlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dllaksanakan oleh_

Perangkat Daerah yang memb1dang1 perumahan'.".“

berkoordmasi v dengan Perangkat ’ Daerah yang’g |
. membxdangl penegakan Peraturan ' Daerah dan

- | penyelenggaraan ketertlban umum d1 Daerah

Pasal 52 1

vUnit" i pelaksana tekms | yang melanggar ketentuan

- ;.’_sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dlkenakan" 3.>
| 'sanksx berupa teguran tertuhs TR : v
,@BABXII o

‘ KETENTUAN PERALIHAN

. Pasal 53

Izin loka31 yang telah d1tetapkan ' sebelum berlakunya‘”'v{ .

i Peraturan Dacrah ini- dmyatakan tetap berlaku dan proses :

o selanjutnya mcnycsualkan dengan ketentuan Peraturan:, o

_ Daerah ini,

o BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

CET Lt ‘ Pasal 54 ‘ R
N Peraturan Pelaksanaan darl Peraturan Daerah 1n1 harus'
| ’dltetapkan palmg lama 2 (dua) tahun terh1tung Se_]ak

'-”Peraturan Daerah ini dlundangkan



_ o o Pasal 55
i ;‘.},”Peraturan Daerah 1 Hrnulall berlaku pada tanggal
AR | dlundangkan o

-if‘Agar Setlap Orang mengetahumya, memenntahkan .

" pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannyav o

:‘ddlam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

;afDltetapkan di Karanganyar S

R pada tanggal 23 Mel 2019

- BUPATI KARANGANY_AR,_ PR

© JULIYATMONO

: ’.'Dlundangkan d1 Karanganyar

pada tanggal 19 Juni 2019

. pJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SU’I‘ARNO | L SR ) R
LEMBARAN DAERAI—I KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

| PROVINSI JAWA TENGAH (12 137/2019)

. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
o Kepala B<g1 nl Hukum N

NIP 197\50311 \199903 1 009




PENJELASAN
| | ATAS
' PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR-
" NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

UMUM | _y o | |
Peraturan Daerah Kébupatén Karénganyar tentang Rumah Susun
merupakan wujud dari peran Pemerintah Daerah di dalam memenuhi
kebutuhan dasar akan tempat tinggal melalui penihgkatan penyediaan
pémmahan bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar ini
dilaksanakan ~ dalam rahgka " merhajukari kesejvahteraan umum;
mev;vujudkanv keadilan sosial, serta melindungi segenap bangsa Indonesié»
daleim penyelenggaraan perumahari melalui Rumah Susun yaﬁg layak bagi
. kehidupah yaﬁg sehat, aman, harmonié, dan ‘berkelanjutan termasuk di
dalamnya bag1 MBR. - v '
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rumah Susun
'dldasarkan pada permkn'an bahwa Negara perlu untuk menyusun
kcbuakan penyediaan perumahan yang diarahkan melalui pembangunan
Rumah Susun. Kebijakan ini dlperlukan rnengmgat perkembangan
pembangunan dan ekonom1 di Daerah yang cukup &gmﬁkan dalam
‘beberapa tahun terakhlr Hal tersebut tentu berdampak dengan semakin
| bertambahnya Jumlah penduduk dengan keterbatasan ruang untuk
vpermuk1man , , - »
| ‘ Pemermtah Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memiliki tanggung jawab
untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat di Daerahnya. Salah
satu upaya di dalam pemenuhan kebutuhan hunian tersebut adalah
| ‘dengari pembangunan Rumah Susun. Dalam hal ini',‘ Pemerintah Daerah
perlu untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada
semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ruriiah Susun. |
Dengan dlbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
tentang Rumah Susun ini, diharapkan }masyarakat di Daerah dapat

_mem111k1 kepastlan vhukumv di dalam penyediaan, pembarigunan,_'



penguasaan pemanfaatan, pengelolaan, hmgga pengenaan sanksi yang
tegas di dalam penyelenggaraannya.
Il PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 ‘
o Cukup jelas.
Pasa1;2 B
) Cukup jelas.
Paisali3 . |
o Cukup jelas.
.Pésal 4 - “ .
© Cukup jelas.
Pasal 5
- Cukup jelas.
Pasal 6 -
Cukup jelas.
~ Pasal 7 -

Cukup jelas.
Pasal 8 o
o - Cukup jelés.
| PasaiQ : |

Cukup Jelas.v
-lPasal 10 |
| Cukup Jelas. " |
Pasal 11 o ‘
- Cukup jelas. Y-
. Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 |
| ~ Cukup jelas.
Pasal 14 -
: Cukup Jelas.
Pasal 15 |
o .. Cukup jelas.
~ Pasal 16 -
o Cukup _]elas.
Pasal 17 ’
\ Cukup Jelas.




s Pasal 18

o ‘,‘.Pasal 28

) f;fpasal 29

‘ Ayat(l) o »
o Cukup Jelas.f'
Ayat (2) ;

T | Cukupjelas.‘»‘

Ayat (3) RN

| CukupJelas.:‘ SR

Ayat @ R
P Perubahan fﬁﬁgsi i bangunéin '-'b‘harﬁs d11kut1 dengan |

pemenuhan persyaratan admlnlstratlf dan persyaratan

- tekms bangunan gedung Perubahan fungm bangunan

dltetapkan oleh Pemermtah Daerah dalam izin. mendlrlkan S

_ 4 i'bangunan o
’ Pasal 19 ’ o o
: Cukup _]elas .
f‘:‘"»:_Pasal 20 T L
; Cukupjelas.‘_f R
‘v‘.‘Pasa121 , B
Cukup _]ClaS.
o ‘.-"Pasal 22 .
Dl Cukup je].aS, o
' "Pasa,l 23 |
o Cukup Jelas‘.‘-:.fm
| ) :'Pasal 24 o o
Cukup Jelas'. L
| ’,Pasa125 R o
.} | Cukup ]elas.- - o
‘_Pasa126 ) o
o Cukup Jelas.ﬁ :
‘:.:‘.';Pasal 27 o
Cukup Jelas. B

Cukup Jelas;: -
Cukup Jelas; 3 |

o .Pasal 30 |
| Cukup Jelas.



o H,’,Pasal 31

Pasal 32 o S
: Cukupjelas; T

R Pasa] 34

",Patsfsll 37
Pasa1 38 |

"._PaSaJ 40 R
TR S Cukup‘]elas.'f o

Cukup]elas.

A Cukup_]elas.:: )
‘VE_Pasal 35 o .

o | cukup ]elas;
',’»vPasa136 . .‘
Ly CukUP Jelas.

Cukup _]clas.l‘f:_'

o Pasal 39

o 1.'».}’11Pasal 40 L

o Pasa142

o fPasaI 43

S ::Pasal 44

| ‘.'Pasal 46

Cukup Jelas, ,  ‘

Cukupjelas.’_ B S

Cukup Jelas; Co

Cukup Jelas.”'-“ B :
Cukup_]elas.f:.'_:[ =
Cukup _]elas.‘ ST
ST Cukup Jelas.’}
.'v‘}}'bv_-vaasal 45 | 1-_ SRS
e Cukup_]elas_ : | N

Pasal 47 ‘ B
B Cukupjelas. o



 Pasal 48
| Cukup jelas.
Pasal 49 =~
\i ) Cukup jelés.}_
-' Pasal"SO '
o Cﬁkupjelas.,
- Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
_ Cukupjelas.
Pasal 53 '
‘ Cukupvjelas. |
 Pasal 54 -
N - Cukup jelas.v |
Pasaf1155
x - Cukup jelas.‘ _ _
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